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KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHA']'AN ¥
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TER‘I‘ENTU

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

Indonesia Tahun 1945

- Publik Tertentu di Kabupaten Bombana

"Negara Republik Indonesm Nomor 3201), ol
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: BUPATIBOMBANA SRR S :
- PROVINS! SULAWESI TENGGARA. SRR ;

PERATURAN BUPATI BOMBANAf TR
'NOMOR 5$TAHUN201S & . |

TENTANG |

byt
'E‘

DI KABUPATEN BOMBANA I
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BUPATIBOMBANA SN ;‘! o
fip il : ; :

bahwa negara berkewajlban melayam se1 1ap warga negara

dasarnya dalam kerangka pc,layanam 'publik  yang

merupakan amanat Undang—Undang "Negara Repubhk

| ;i .

melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar, gedung,

‘maka  diperlukan -Jaminan Sosial Kﬁschatan melalui

" dan penduduk untuk memenuhi' ‘hak dan kebutuhan -

" bahwa dalam rangka membenkan _]amman lpcrlmdungan'
- sosial kesechatan bagi Pemberi Kczja clan Pckcrja yang

Kepesertaan Program  Jaminan Kesehcttan oleh Badan

Penyelenggara Jamman Sosial Kesehatan, ;: : i

bahwa sebaga1 upaya untuk menmgkatkan 'kuahtas dan

- menjamin penyediaan pelayanan publik se stiai/dengan asas-

asas -umum - pemerintahan yang - ba_lk lserta untuk
memberikan perlindungan bagi setlap warga negara dan

-penduduk dari penyalahgunaan wew:=nang di dalam

penyelenggaraan pelayanan publik, dlpel lukan pengaturan
hukum yang menduklmgnya yang dltetapkan dalam
peraturan bupati; 7 | !;; i .

ij:r:

. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagmrnana dlmaksud
~dalam huruf a, huruf b dan huruf c ]:)erlu menetapkan :
Peraturan Bupati Bombana tentang kCWchbaJI Kepesertaan

Jaminan Sosial Kesehatan Dalam 'Pem benz'm Pelayanan

.. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan

Kerja (Lembaran Negara Republik Indoresia|Tahun 1970

‘Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara F'epubhk Indonesua
~ Nomor 2918), BRI

. Undang—Undang Nomor 7 Tahun 1981 te ntang Wa_]lb Lapor

Kesehatan Di Perusahaan (Lembaran': Ncgara Republik
Indonesia Tahun 1981 -Nomor -39, ’I‘ambahan Lembaran
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.
e Cin ] Jli :

3. Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun’ 2009 ‘Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Repubhkllndonesm Nomor :

5063); - N , e

- l‘9=§ [r!:
i
i

s

I

4. Undang-Undang Nomor 17 'I‘ahun 2003 ten tang Keuangan _

. Negara (Lembaran Negara Republik Indonc sia {Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a
Nomor 4286); : :‘ e '

‘A'ﬁ ‘ fli
!3=¢ H

5. Undang-Undang Nonior 1 Tahun 2004 tentang

" Perbendaharaan Negara (Lembaran’ tNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor §5,i; Tambahan _Lcmbaran
Negara Repubhk Indoncsxa Nomor 4355), E_g I || ;

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahuny 2OQ4 tentjang :Sistem -
Jaminan - Sosial Nasional (Lembaran [ Negara Republik
Indonesia Tahuin 2004 Nomor 150,: Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesw. Nomor 4456) B ] [i .

7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tenstang ombudsman

" Republik Indonesia (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2008 Nomor .139, Tambahan L=mbaran Negara

. Repubhklndone31aNomor4899), L ,E: f Ji L _

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun '2009 tcntang
Pelayanan - Publik (Lembaran Neg.ira Repubhk Indonesia
Tahun 2010 Nomeor 112, Tambahan Lembaran 'Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5038), o ? e

i M i H .
i . i

9. Undang-Undang Nomor 12 'I‘ahun]l 2011 tentang
: Pembentukan Peraturan Perundang—undangan (Lembaran
Negara Répiblik Indonésia Tahun. 2()11 HNomor 82,
Tambahan Lernbaran Negara Repubhk indonema Nomor
5234); v cenphbe
; g'f:!.ff:i |!| ;
10. Undang—Undang - Nomor 24 ‘Tahun |/:2011 .tentang
- BadanPenyelenggara  Jaminan . Sosial (Lembaran Negara
Republik Indomnesia Tahun 2011 'Nomorl 116, Tambahan

Lembaran Negara Republlk Indonema Nomor 5256), ;

11.Undang-Undang Nornor 23 ’l‘ahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Ne{,ara Re: pubhk Indonesia
Tahun 2014 Nomor ‘244, Tambahan | Lembaran : Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagunanaftelah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang—llndang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ata Undang—Undang
Nomor 23 Tahun .2014 . tentang: Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia TalrlunI 2015 Nomor
58, Tambahan Iﬁmbaran Negara Rt,pubhk Indonesm Nomor
5679); | | k | 1_[u'! ,
12.1 Peraturan Pemermtah Nomor 14 Tahun§ *1993 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ! ’I‘enaga Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |1993 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
3520), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012’ tentang .Perubahan
Kedelapan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun
1993 tcntang Pcnyelenggaraan Program Janunan Sosial
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13.

14.

~ 16.

- 17.
2013 Nomor 29); - el ;f_si
18.

19.
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Tenaga chja (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indones1a Nomor 5312), 7 .:f___ g }

Peraturan Pemermtah Nomor 38’ TahufnI 2007 tentang
Pembagian Urusan - Pemermtahan ' Antara III’emermtah
Pemerintahan Daerah ' Provinsi, dan Pemt'rmtahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara chubhk Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan ! Lembaran Negara

L

'Republik Indonesia Nomor 4737) ; SERY e g

‘t}§;[

Peraturan Pemenntah Nomor 50 Tahun 2007] tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daeraht (]zmbaran Negara
Republik Indonesia’ Tahun 2007 ! Nomor’ 1112, Tambahan

.Lembaran Negara chubhk Indoncsxa Nornor 4761), :

!'x

. Peraturan Pemenntah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata

‘Cara Hubungan Antar Lembaga: Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (Lembaran- Negara Republlk Indonesia
Tahun 2013 Nomor 230, Tamba.han Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5473); '/ f%i;; ?;§ |

Peraturan . Pemermtah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif: Kepada Pemberl Kerja

Selain Penyelenggara Negara dan Setlap Orang, Selain

Pemiberi Kerja, Pekerja, Dan Perieriinia Banttlan|1uran Dalarii
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 548 ;] : 1

Pl i
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 |tentang Jamman

Kesehatan (Lembaran Negara . Republlk Indoncsna Tahun.

. ;
! 11_-'

Peraturan Prcmden Nomor 111 ,;,Tahun 2013 . tcntang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomo ile Tahun 2013
Tentang Jaminan Kesehatan { Lembaran Ncgara Repubhk :

Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) ; o :

J"' H

Peraturan Presiden’ Nomor. 109 : Tahunj 2013 tentang

- Penahapan Kepesertaan Program Jamman Somal (Lernbaran

20.

21.

- 22,

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2013 No'rn“o'r 253),

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomorl 13 ]Tahun 2006
tentang Pedoman: . Pengelolaan:: Keuangan :Daerah,
sebagaimana telah bcberapa kali dlubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21| I'Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menterx Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Benta Negara Repubh} Indcnes1a Tahun
2011 Nomor 310); - I ;

P II ' .

Peraturan Menten Tenaga Ker_laI i :Nomor Per-
12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Tekms{ Pendaftaran
Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan
Dan Pelayanan Jamman Sosial 'I‘enaga Ker]a, '

47‘- :
:

Peraturan ‘Menteri Dalam Negen meor 22 Tahun 2009
tentang Petunjuk Tekms Tata Cara’ Kerja Sama Daerah; %
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23 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana
2008 tentang urusan Pemenntahan yang men_;adz
KewenanganKabupaten N P SO AT IR RN

‘5"; A B
Pl B !

24, Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7: Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata’ kerja perangkat iDaerah
sebagaimana telah diubah beberapa ‘kali (iengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun!2012 tentang
perubahan  ketiga ' atas’ Peratumn Daerah! ‘Kabupaten
Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Orgamsas1 dan Tata
kerja perangkat Daerah Kabupaten Bombana, ; | ;

|
i E

25. Peraturan Daerah- Kabupatcn Bombana Nomor 1 Tahun
- 2015 tentang Pedoman pernbentukan produk :Hukum
Daerah ) SRS S 1
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Menetapkan : < PERATURAN = BUPATI BOMBANA' ' l TENTANG
- KEPESERTAAN JAMINAN SO.:IAL KESEHATAN ‘DALAM
. _ : . PEMBERIAN PELAYANA.N PUBLIK: TERTENTU DI

N MEMUTUSKAN :

1

. ' BABI !
'KETENTUAN UMUM . | |

§ 1
s i

Pasal 1 .

1
1
| :
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan::; : |. ié'-'
' ‘ ' : x:é::m’ f
l

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. B .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabup'a.ten Bombana s
3. Bupati adalah Bupati Bombana. = . N :
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selan_]utnya dlsm,kat SKPD adalah
) Unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemenntahan
. Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,’ bekreta.nat DPRD Dinas

© ' Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan! |-

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal lyang ‘merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usabha maupun;yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komand1ter, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan[ Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, |firma, kong31,
koperasi, dana pensmn persekuruan, pcrkumpulan |y yayasan organisasi

- massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. 'Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha badan hukurn, atau
badan lainnya yang mempeker_]akan tenaga - kerja a{au .penyelenggara
negara yang mempekerjakan pegawai negen dcngan membayar gajl, upah,
“atau imbalan dalam bentuk lainnya.- .

7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menenma ga_u, upah,
atau imbalan dalam bentuk lain. il _

. 8. lIzin adalah izin yang diberikan ‘oleh pemermtah daelah kepada setiap
orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam
- rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan; jpengawasan.
9. . Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan:atau rangkalan keglatan dalam
- rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik : sesuai dengan peraturan /l"

perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan
oleh pemerintah daerah, mehputl izin, tanda daftar, atali yang sejenisnya.
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Perizinan terkait usaha adalah pelayanan pubhk tertenttl yang dlterbltkan
oleh unit pelayanan publik pada instansi pemenntah 'daerah .terkait,
meliputi: Izin Optik, Izin Pelataran  Parkir, Izin: Rekl.ime,] lzin Usaha
Industri, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Perdagangan Izin Klinik,
Izin Apotek, Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja,’ Izm Praktik Dokter,
Izin Industri Rumah Tangga, Izin Operasional Sekolah,' sznl Operasional
Bimbingan Belajar, Izin Kursus, Izin Warung Internet, ImniPenyclengga:an
Pelatihan, Izin Usaha Perikanan, lzin Penanglapan Ikan) Izin Kapal
Pengangkutan Ikan, Izin Trayek, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar
Usaha Pariwisata, dan Pelayanan publik tertentu la.lnnya yang terkait
dengan usaha. A
Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlmdungfan sosml untuk
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi. kebutt.han 'dasar hidup
yang layak dan meningkatkan: martabamya menu_]u ||terwu_]udnya
masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. - -

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanJutnya dlsmgkat BPJS

adalah badan hukum. yang dlbentuk untuk menyelenggarakan program

jaminan sosial.

. Badan Penyelenggara Jaminan Soswl Kesehqtan yangi selan_]utnya

disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum: yang dlbentuk untuk
menyelenggarakan Program Jaminan Keschatan, ' |} I P

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekezja paling
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayaJ iuran. |

Turan adalah sejumlah uang yang dibayar secara’ terafur ;olch peserta,
pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau/Pemerintah.

Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya dlsn‘iLgkat' SPP adalah

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan keglatan/bendahara pengeluaran untuk menga]ukan_

permintaan pembayaran. ‘ L 3 i
Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selan]utnya dxsmgkat SPP-
LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pe ngeluaran untuk

permmtaan pembayaran langsung kepada plhak kvtxgal atas dasar

perjanjian -kontrak kerja atau ° surat perlntah kel Ja [Iamnya dan
pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu
pembayaran tertentu yang dokumennya d1$1apka,n oleh Pe_]abat Pelaksana
Teknis chlatan ‘ .

BAB II - |
STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

o

Pasal2 | o

. | I ; _‘ 5 ﬂ

BPJS Kesehatan merupakan badan hukum pubhk yang } bertanggung
Jawab kepada Presiden dan bekerjasama dengan pemenntah daerah

Ve
[

BPJS - Kesehatan yang bekex]asama dcngan pe menntah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adahh BPJS B.esehatan Cabang
~ Kendari. _ ; SRR N N - i

I

A
A S B

BAB III SRS N I
'MAKSUD & TUJUAN BT

RS : §
[ i

PasalS : l

Peraturan Bupati ini dlmaksud untuk membenkal ,Jamman sosial

kesehatan bagi pemberi kerja dan pekerja dalam pembenan pelayanan
publik tertentu di Kabupaten Bombana S 3 o %

|
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Peraturan Bupat1 ini bertujuan ‘untuk terselenggaranya kepesertaan
jaminan sosial kesehatan dalam memenuhi kebutuhan: clasaq hidup yang
layak bagi pemberi kerja dan pekerja dalam pembenan ]Jclayanan publik
tertentu di Kabupaten Bombana. A :

EN
. i
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:‘<

BABIV - ool |
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATA\Ii
Pasald 2N
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Setiap pemberi kerja dan pekena wa_ub ikut serta dalam ke?pl,scrlte!xan jaminan

" - sosial kesehatan.

- ()
(2)

3)

4)

(&)
(6)

(7)

col il ;

BABV 1N,
KEWAJIBAN KEPESER’I‘AAN JAMINAN SOSIAL KESEHA'[‘AN! DALAM
PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU -

!

B
[

0 :
Setinp pemberi kerja dan pekexja dalam mempcroleh pelajlranan publik
tertentu dari pemerintah daerah wajib mempunyai serthikat kcpesertaan
jaminan sosial Kesehatan dan bukti lunas pcmbayaran 1uran terakhlr
kepesertaan jaminan sosial Kesehatan. IS N N

4|é -

Sertlﬁkat kepescrtaan jaminan 3081a1 Kesehatan idan )bukt: lunas

pembayaran iuran terakhir kepesertaan Jamman , sosxal Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan’ syarat 'tambahan dalam
pemberian pelayanan publik tertentu oleh pemermtah daf:rahI f

i ? ! ' i E I ! ;
Syarat tambahan sebagaumana dunaksud pada ayat (2) mehput:
a. fotokopi sertifikat kepesertaan jaminan sosial Kesehat.an, dan !

b. bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan|j _]armnan sosial
Kesehatan yang dilegalisir oleh pejabat BPJS hesehat.an

Syarat tambahan sebagaimana dlmaksud pada ayat (3] dibcrlakukan
terhadap pemberian pelayanan publlk tertentu, mehputlz B
a. perizinan terkait usaha; e :

b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tendcr proyek i

c. izin memperkerjakan tenaga kerja asmg, - gl :

d. izin operasional perusahaan penyedia jasa peker]a/ bu;‘uh; g

¢. izin mendirikan bangunan; dan . : S i |

f. izin operasional penyedia jasa profesxonal yayasan kopera31

! -51

:
£

" Khusus bagi pemohon yang berbentuk Badan tcrhadapt pcrmohoﬁan izin

mendirikan bangunan tetap dlberlakukan syarat—syér'at tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) e e E I
P 5 o i .

‘Bagi setiap pemohon perorangan atau Badan. : yang ;memohon izin

mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayai (4) huruf e wajib
mengikutsertakan pekerjanya dalain kepesertaaf . program jamman sosial
Kesehatan apablla akan memulai mendmkan bangunan. g | :
e l ! i

Setiap pemohon perorangan atau Badan sebagmmana! dirnaksud pada
ayat (6) wajib membuat surat pernyataan untuk . 1neng1kutsertakan
pekerja bangunan dalam kepesertaan program Jasa konstruk31 Jamm

sosial Kesehatan _ : DR N : 7

H
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Pasal 6 S i
. : ; ai ;
: |
(1) Pemberian pelayanan . pubhk tertentu dﬂaksa.nakan oleh!umt pelayanan
publik sebagai Satuan Kerja Pcrangkat Daerah. i ¥ ! ' :
1 E i i j: i i E
i F B §
(2) Unit pelayanan publik Sebaga; Satuan che_l Pé rangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;. |
a. Badan Pelayanan. Perizinan Terpadu Satu Plntu
Modal Kabupaten Bombana;

!dan

Penanaman

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupateniBombana

c. Badan Lingkungan Hidup, Keber31han Pertamanan dan

Kabupaten Bombana;

o a

Bombana;

TR e

. Dinas = Perhubungan, Kornumkasx dan

Bombana;

i. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
j. Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bornbana, o '

Pasal 7

Pemberi kerja yang bergerak di bidang peker_;aan Jasa

J; ;.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah KabUpaten Bombana; _
Dinas Perdagangan, Pcrmdustrlan, Koperam da{l UKNll Kabupaten
SRR o
Dinas Pendldlkan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bornbana
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupa ten Bombana,
Informatlka

Kabupaten

melampirkan syarat-syarat tambahan sebagalmana du’naksud dalarn Pasal 5

ayat {3).

e BAB VII : :
HUBUNGAN KERJA SAMA ;
S
PasalS ; o |
Pemenntah daerah dalam pclaksanaan pembenan

(1)

A

1

I
Sf o

pelaj‘anan publik

tertentu melakukan hubungan kerja sama dengan BPJ SEKcsehatan yang

diatur tersendm dalam kcsepakatan bersama... - [

(2)

‘ t

_Kcsepakatan bersama sebagaxmana dunaksud pada ayat (1) bertujuan

.untuk meningkatkan kepesertaan Jamman SOSIal Kesehatan’bagl pemben

‘kerja dan pekerja.
(3)
lebih lanjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerja
pelayanan publik sebagai SKPD yang membcnkan

- tertentu dengan BPJS Kesehatan |

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN .

Pasal 9

Pemberian atau perpanjangan pelayanan pubhk tf:rtvntu1

oleh pemerintah daerah Kabupaten chbana

tetap - berlaku ;é'selama tn?(
i :

diterbitkan
diberlakukannya Peraturan Bupati 1n1,
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. o 5

?': SRR

‘Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagalmana dlmak sud pada’ ayat (1),
'sama antara unit

Pemakaman

konstrukSL yang
‘melakukan pengurusan SPP-LS yang:disampaikan : keparia BPKAD wajib

pgelayanan publik
1 e { .

i !
[ ¢

Lo :
IR
i ,'jl
?'éti :

yang telah
sebelum

i
1

i :
)

3

t«

e
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BABIX il
KETENTUAN PENUTUP_J HUSRHN

PasallO- ?,,

Peraturan Bupat1 ini mulal berlaku pada tanggal dlundangklan
Agar setlap orang mengetahumya, memenntahkan pengundang an Pei'aturan
Bupati ini dengan penempatannya da]am Berita Dacrah Kabu[p?ten Bombana.
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